Lampiran 4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022
Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas

dan Kelestarian

PEDOMAN PENERBITAN DAN PENGECEKAN
DEKLARASI HASIL HUTAN SECARA MANDIRI

A. Ruang Lingkup
1. Pedoman ini mencakup Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri,
yang selanjutnya disebut Deklarasi Mandiri.
2. Pedoman ini mencakup:

a. Penerbitan Deklarasi mandiri, dan

b. Pengecekan Deklarasi Mandiri

pada Hutan Hak, PBPHH, PB Usaha Industri, TPT-KB yang

menampung kayu dari Hutan Hak, dan/atau Hak Pengelolaan

(Perum Perhutani), serta Impor Kayu dan Produk Kayu.

3. Penerbitan Deklarasi Mandiri dilakukan oleh:

a. Pemilik Hutan Hak terhadap hasil hutan kayunya yang dalam
pengangkutan hasil hutannya dilengkapi:

1) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) untuk hasil hutan
kayu yang tumbuh setelah terbitnya hak atas tanah, atau

2) SKSHHK untuk hasil hutan kayu yang tumbuh alami
sebelum terbitnya hak atas tanah.

b. Pemegang PBPHH, PB Usaha Industri tujuan domestik dan
seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak yang telah
memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Mandiri.

c. Pemegang izin TPT-KB terhadap kayu bulat yang seluruhnya
berasal dari hutan hak yang telah memperoleh S-Legalitas/
Deklarasi Mandiri dan/atau kayu bulat hasil budidaya yang
seluruhnya dari Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) yang telah
memperoleh S-PHL/ S-Legalitas yang akan digunakan oleh
PBPHH dan/atau PB Usaha Industri atau oleh pemakai akhir.
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d. Importir terhadap kayu dan/atau produk kayu yang
diimpornya. Dalam hal importir produsen tidak diperlukan

membuat Deklarasi Mandiri.

B. Pelaksanaan Deklarasi Mandiri
1. Hutan Hak

a. Yang bertanggung jawab menerbitkan Deklarasi Mandiri
adalah  pemilik kayu, terhadap kayu yang dalam
pengangkutannya dilengkapi SAKR atau SKSHHK.

b. Kayu Hasil Hutan Hak yang dideklarasi adalah kayu hasil
budidaya pada hutan hak yang dalam pengangkutannya
dilengkapi dokumen SAKR atau kayu tumbuh alami pada
hutan hak yang dalam pengangkutannya dilengkapi dokumen
SKSHHK.

c. Pelaksanaan Deklarasi Mandiri dikecualikan terhadap hasil
hutan kayu yang termasuk daftar CITES.

d. Masa berlaku Deklarasi Mandiri hutan hak adalah sama
dengan masa berlaku SAKR atau SKSHHK.

e. Pemegang PBPHH yang menerima bahan baku dari hutan hak
membina penerbitan Deklarasi Mandiri bagi pemilik hutan
hak.

f. PBPHH Kapasitas Produksi = 6.000 m3 (lebih besar sama
dengan enam ribu meter kubik) per tahun, PB Usaha Industri
kategori menengah dan PB Usaha Industri kategori besar,
wajib  memfasilitasi pemasoknya untuk mendapatkan
S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi Mandiri.

g. PBPHH Kapasitas Produksi < 6.000 m3 (kurang dari enam ribu
meter kubik) per tahun dan PB Usaha Industri kategori kecil
yang menerima bahan baku dari pemasok yang dilengkapi
Deklarasi Mandiri harus melaporkan kepada Dinas terkait.

h. Dalam hal Deklarasi Mandiri ditemukan atau patut dicurigai
adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran

dari salah satu deklarasi maka akan dilakukan inspeksi acak
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atau inspeksi khusus oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yakni

LVLK yang ditunjuk Pemerintah atas biaya pemerintah.

i. Deklarasi Mandiri harus dipelihara selama minimal 2 (dua)

tahun.

2. PBPHH

a. Yang menerbitkan Deklarasi Mandiri adalah pemegang PBPHH

atau petugas atau individu yang ditunjuk oleh pemegang

PBPHH melalui surat penunjukkan.

b. Obyek yang dideklarasi adalah produk hasil PBPHH yang

bahan bakunya diperoleh dari:

1) Pemilik hutan hak yang sudah memiliki S-Legalitas/

Deklarasi Mandiri; atau

2) PBPHH yang mengolah bahan baku yang seluruhnya

berasal dari Hutan Hak yang memiliki S-Legalitas atau

Deklarasi Mandiri; atau

3) TPT-KB kayu hutan hak yang sudah memiliki S-Legalitas

/Deklarasi Mandiri.

4) Importir yang memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Mandiri.

c. Hal-hal yang dideklarasi kesesuaiannya adalah:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Jenis produk

Jumlah (m3/kg/batang/keping/kemasan)

Jenis kayu yang digunakan (nama perdagangan)

Penerima dan alamat penerima produk (perseorangan atau

perusahaan)

Nomor dan tanggal dokumen angkutan

Asal usul bahan baku:

a) Nama PBPHH atau TPT-KB atau pemilik hutan hak
atau importir dan Nomor S-Legalitas; atau

b) Nama penerbit dan Nomor Deklarasi Mandiri apabila
bahan baku berasal dari PBPHH atau TPT-KB atau
TPK-RT atau hutan hak atau importir yang
menggunakan Deklarasi Mandiri (fotokopi Deklarasi

Mandiri dilampirkan).
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d. Deklarasi Mandiri PBPHH hanya berlaku untuk produk PBPHH
yang dipasok dalam satu kali pengiriman barang produksi.

e. Eksportir yang menerima hasil produksi PBPHH harus
membina penerbitan Deklarasi Mandiri pemasoknya.

f. Dalam hal Deklarasi Mandiri ditemukan atau patut dicurigai
adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran
dari salah satu deklarasi maka akan dilakukan inspeksi acak
atau inspeksi oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yakni LPVI
yang ditunjuk Pemerintah atas biaya pemerintah.

g. Deklarasi Mandiri dan dokumen pendukungnya harus
dipelihara selama minimal 2 (dua) tahun.

3. PB untuk kegiatan usaha industri

a. Yang menerbitkan Deklarasi Mandiri adalah pemegang PB
untuk kegiatan usaha industri atau petugas atau individu yang
ditunjuk oleh pemegang PB Usaha Industri melalui surat
penunjukkan.

b. Obyek yang dideklarasi adalah produk hasil PB untuk kegiatan
usaha industri yang bahan bakunya diperoleh dari:

1) Pemilik hutan hak yang sudah memiliki S-Legalitas/
Deklarasi Mandiri; atau

2) PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang
mengolah bahan baku yang seluruhnya berasal dari Hutan
Hak dan memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Mandiri; atau

3) Pemilik kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk
sampah kayu bukan dari kayu lelang; atau

4) Importir memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Mandiri.

c. Dalam hal PB Usaha Industri menggunakan bahan baku dari
kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang)/sampah kayu bukan
dari kayu lelang, wajib dilengkapi surat keterangan/berita
acara dari instansi yang berwenang.

d. Hal-hal yang dideklarasi kesesuaiannya adalah:

1) Jenis produk
2) Jumlah (m3/kg/batang/keping/kemasan)
3) Jenis kayu yang digunakan (nama perdagangan)
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4) Penerima dan alamat penerima produk (perseorangan atau
perusahaan)

5) Nomor dan tanggal dokumen Angkutan.

6) Asal usul bahan baku:

a) Nama PBPHH atau IUI atau pemilik hutan hak atau
importir dan Nomor S-Legalitas; atau

b) Nama penerbit dan Nomor Deklarasi Mandiri apabila
bahan baku berasal dari PBPHH atau IUI atau hutan
hak atau importir yang menggunakan Deklarasi
Mandiri (fotokopi Deklarasi Mandiri dilampirkan).

c) Kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang)/sampah
kayu bukan dari kayu lelang yang dilengkapi surat
keterangan/berita acara dari instansi yang berwenang.

e. Deklarasi Mandiri PB untuk kegiatan usaha industri hanya
berlaku untuk produk PB Usaha Industri yang dipasok dalam
satu kali pengiriman barang produksi.

f. Eksportir yang menerima hasil produksi PB untuk kegiatan
usaha industri harus membina penerbitan Deklarasi Mandiri
pemasoknya.

g. Dalam hal Deklarasi Mandiri ditemukan atau patut dicurigai
adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran
dari salah satu deklarasi maka akan dilakukan inspeksi acak
atau inspeksi oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yakni LPVI
yang ditunjuk Pemerintah atas biaya pemerintah.

h. Deklarasi Mandiri dan dokumen pendukungnya harus
dipelihara selama minimal 2 (dua) tahun.

4. TPT-KB

a. Yang menerbitkan Deklarasi Mandiri untuk TPT-KB adalah
GANIS Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat Rimba.

b. Obyek yang dideklarasi adalah:

1) Kayu Bulat yang seluruhnya berasal dari hutan hak yang

memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Mandiri, atau
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2) Kayu Bulat hasil budidaya yang seluruhnya berasal dari
Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) yang telah memperoleh
S-PHL.

c. Hal-hal yang dideklarasi kesesuaiannya adalah:

1) Jenis produk (kayu bulat).

2) Jumlah (batang).

3) Jenis kayu.

4) Penerima dan alamat penerima produk (perseorangan atau
perusahaan).

5) Nomor dan tanggal dokumen angkutan

6) Asal usul bahan baku:

a) S-Legalitas atau Deklarasi Mandiri bahan baku untuk
kayu bulat dari hutan hak yang ditampung di TPT-KB
(fotokopi dilampirkan), atau

b) S-PHL atau S-Legalitas bahan baku untuk kayu bulat
dari Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) yang
ditampung di TPT-KB (fotokopi dilampirkan, atau
sekurang-kurangnya mencantumkan nomor dan masa
berlaku S-PHL/S-Legalitas).

d. Masa berlaku Deklarasi Mandiri TPT-KB adalah sama dengan
masa berlakunya dokumen angkutan dari TPT-KB ke industri
kayu atau pemakai.

e. Dalam hal Deklarasi Mandiri ditemukan atau patut dicurigai
adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran
dari salah satu deklarasi maka akan dilakukan inspeksi acak
atau inspeksi khusus oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yakni
LVLK yang ditunjuk Pemerintah atas biaya pemerintah.

f. Deklarasi Mandiri dan dokumen pendukungnya harus
dipelihara selama minimal 2 (dua) tahun.

S. Impor Kayu dan/atau Produk Kayu

a. Yang menerbitkan Deklarasi Mandiri adalah Importir Kayu
dan/atau Produk Kayu.

b. Obyek yang dideklarasi adalah Kayu dan/atau Produk Kayu
yang diimpor oleh Importir Kayu dan/atau Produk Kayu.
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C.

Hal-hal yang dideklarasi kesesuaiannya adalah:

1) Nama jenis kayu/produk kayu (nama latin dan nama

3)
4)
S)

6)

7)
8)

perdagangan)

2) Uraian barang dan HS Code (4 digit)

Jumlah barang (keping/m3/kg/batang/kemasan)
Waktu tiba di Indonesia (Tgl/bln/thn)

Dokumen Impor (Nomor Bill of Lading (B/L), Nomor Invoice,

Nilai Invoice, Nomor Packing List)

Penerima dan alamat penerima kayu dan/atau produk

kayu
Nomor dan tanggal Nota Angkutan

Asal usul Kayu dan Produk Kayu yang dideklarasikan:

a)

Negara panen.

b) Negara pengirim

c)

Jenis dokumen jaminan legalitas asal impor bahan

baku, dapat berupa:

(1)

(2)

(3)

(4)

Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen
atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa
bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir
merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan

di negara eksportir berada;

Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat
informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait
legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan

ketelusaran bahan baku;

Pedoman khusus negara atau Country Spesific
Guidelines (CSG), yaitu suatu regulasi dari negara
eksportir yang mensyaratkan penggunaan kayu

legal sebagaimana SVLK di Indonesia;

Mutual Recognation Agreement (MRA), yaitu
perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia
dengan Pemerintah Negara lain yang saling
mengakui sistem legalitas kayunya; atau
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(5) FLEGT License, yaitu pengakuan dari Uni Eropa
terhadap suatu skema kebijakan legalitas produk
kayu dari suatu negara yang disamakan dengan
FLEGT License.

d) Eksportir (nama, alamat, negara).
e) Pelabuhan ekspor.

d. Deklarasi Mandiri kayu dan/atau produk kayu impor berlaku
hanya pada kayu dan/atau produk kayu impor untuk satu kali
pengangkutan.

e. Pemegang PBPHH, IUI yang menggunakan kayu impor
dan/atau produk kayu dengan Deklarasi Mandiri diwajibkan
untuk memastikan legalitas bahan baku yang digunakan
dengan melakukan pengecekan kepada penerbit Deklarasi
Mandiri kayu dan/atau produk kayu impor.

f. Deklarasi Mandiri dan dokumen pendukungnya harus
dipelihara selama minimal 1 (satu) tahun.

Tata Cara Pelaksanaan Pengecekan

Pengecekan oleh penerima terhadap Deklarasi Mandiri yang

diterbitkan oleh pemasok dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. Penerima menunjuk petugas khusus wuntuk melaksanakan
pengecekan Deklarasi Mandiri yang diterima.

2. Petugas yang ditunjuk harus memahami penatausahaan hasil
hutan.

3. Sebelum dilakukan kontrak dan/atau transaksi jual-beli antara
pemasok dengan penerima, petugas yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud angka 2 melakukan pemeriksaan yaitu:

No | Penerima | Pemasok Objek pemeriksaan

1. | PBPHH Hutan Hak a. dokumen kepemilikan

atau b. kesesuaian dokumen
TPT-KB kepemilikan dengan kondisi
di lapangan dan peta/sketsa

lokasi
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c. kesesuaian dokumen
angkutan SKSHHK untuk
hasil hutan kayu yang
tumbuh  alami  sebelum
terbitnya hak atas tanah.

2. | PBPHH TPT-KB a. dokumen penetapan TPT-KB
atau b. NIB
PBUI c. kesesuaian dokumen
penetapan/NIB dengan
kondisi di lapangan
3. | PBPHH PBPHH yang|a. dokumen RKOPHH dari
menggunakan | pemasoknya
bahan baku | b. NIB
hutan hak
4. | IUI PBPHH, a. dokumen RKOPHH untuk
PBUI, atau | PBPHH
IRT/mikro b. surat keterangan domisili
yang usaha untuk IRT/mikro, atau
menggunakan | c. NIB dari pemasoknya
bahan baku
hutan hak
5. | PBPHH, | importir dokumen perizinan importir
PBUI produk produk kehutanan
atau kehutanan
TPT-KB
Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud angka 3,

dilakukan sebelum menerima hasil hutan hak dan/atau kayu

olahan hutan hak terhadap akar pangkat dua (V) dari total jumlah

pemasok untuk hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak.
Dalam hal penerimanya adalah PBPHH, IUI atau TPK-RT dan

pemasoknya adalah importir produk kehutanan, pemeriksaan

dilakukan terhadap seluruh pemasoknya.
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S. Dalam hal pemasoknya adalah pemilik hutan hak, petugas
penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak dapat
bersama-sama dengan pemasok menyiapkan dokumen angkutan
yang berasal dari hutan hak.

6. Penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak wajib
memiliki rekaman  pengecekan Deklarasi Mandiri yang
terdokumentasi.

7. Penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak
melaksanakan:

a. Dalam hal penerimanya adalah PBPHH atau TPK-RT dan
pemasoknya adalah pemilik hutan hak, pengecekan lapangan
dilakukan sekali dalam setahun sejak menerima hasil hutan
hak dan/atau kayu olahan hutan hak yang dilengkapi
Deklarasi Mandiri terhadap akar pangkat dua (V) dari total
jumlah pemasok, untuk hasil hutan hak dan/atau kayu
olahan hutan hak.

b. Dalam hal penerimanya adalah PBPHH atau IUI dan
pemasoknya adalah TPK-RT, pengecekan lapangan dilakukan
sekali dalam setahun sejak menerima hasil hutan hak
dan/atau kayu olahan hutan hak yang dilengkapi Deklarasi
Mandiri terhadap akar pangkat dua (\) dari total jumlah
pemasok untuk hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan
hak.

c. Dalam hal penerimanya adalah PBPHH, PBUI dan pemasoknya
adalah PBPHH atau PBUI yang tidak melakukan ekspor,
pengecekan lapangan dilakukan sekali dalam 3 (tiga) bulan
sejak menerima kayu olahan.

d. Dalam hal penerimanya adalah PBPHH, PBUI, atau TPT-KB
dan pemasoknya adalah importir produk kehutanan (API-U),
pengecekan lapangan dilakukan untuk setiap penerimaan
terhadap pemasok untuk memastikan kesesuaian antara
dokumen perizinan importir produk kehutanan, dokumen
angkutan, jenis dan volume produk kehutanan, hasil uji

kelayakan (due diligence) impor, dan realisasi impor.
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8.

10.

11.

12.

13.

Petugas penerima melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud
angka 7 terhadap :
a. Kayu hutan hak

- Dokumen angkutan yang sah;

- Jenis dan volume hasil hutan hak dan/atau kayu olahan

hutan hak;

- Bukti kepemilikan /penguasaan lahan; dan

- Lokasi penebangan.
b. Kayu impor

- Asal bahan baku yang dipasok atau asal negara panen dan

negara pengirim;

- Dokumen penjaminan legalitas; dan

- Jenis dan volume produk kehutanan impor.
Dalam hal terdapat informasi dari pihak ketiga terdapat indikasi
penyimpangan, penerima harus melakukan pengecekan terhadap
kebenaran informasi tersebut.
Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud angka 8 dan
angka 9 menemukan indikasi ketidaksesuaian, penerima wajib
menyampaikan laporan temuan kepada LPVI, KLHK dan instansi
daerah terkait/SKPD.
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara dokumen angkutan,
jenis dan volume hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan
hak dan/atau produk kehutanan impor, serta lokasi penebangan,
penerima wajib menghentikan pembelian dari pemasok tersebut
dan menghentikan pengolahan apabila sudah menerima hasil
hutan hak dan/atau produk impor kehutanan dari pemasok
tersebut.
Penerima membuat laporan pengecekan yang dilakukan dengan
menggunakan format laporan pengecekan dan
mendokumentasikan laporan pengecekan tersebut.
Berdasarkan laporan temuan sebagaimana dimaksud dalam angka
10, LPVI, KLHK dan instansi daerah terkait/SKPD melakukan
evaluasi terhadap pemasok dan penerima hasil hutan hak

dan/atau kayu olahan hutan hak.
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14. Dalam hal hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh LPVI, KLHK

dan instansi daerah terkait/SKPD terdapat ketidaksesuaian,
penerima berkewajiban memisahkan hasil hutan hak dan/atau
kayu olahan hutan hak dan/atau produk kehutanan impor yang
diindikasikan ilegal dan tidak diperbolehkan untuk mengolah
dan/atau memperdagangkan kayu yang diindikasikan ilegal

tersebut.

D. Format Laporan Pengecekan

1.

Dalam hal penerimanya adalah PBPHH atau TPT-KB dan
pemasoknya adalah pemilik hutan hak, laporan pengecekan
menggunakan format V-DM 1.

Dalam hal penerimanya adalah PBPHH atau PBUI dan
pemasoknya adalah PBPHH atau IUI, TPT-KB, laporan pengecekan
menggunakan format V-DM 2.

Dalam hal penerimanya adalah PBPHH atau PBUI atau TPT-KB
dan pemasoknya adalah importir produk kehutanan (API-U),

laporan pengecekan menggunakan format V-DM 3.

E. Inspeksi

1.

Inspeksi dilakukan apabila dalam hal Deklarasi Mandiri
ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau
terdapat ketidakbenaran dari salah satu deklarasi yang diterbitkan
oleh penerbit Deklarasi Mandiri berdasarkan laporan pihak ketiga.
Inspeksi dilakukan terhadap penerima Deklarasi Mandiri dalam
hal ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian
dan/atau terdapat ketidakbenaran berdasarkan laporan pihak
ketiga.

Inspeksi oleh KLHK dan instansi daerah terkait/SKPD atau Pihak
Ketiga yakni LPVI yang ditunjuk oleh KLHK atas biaya KLHK dan
instansi daerah terkait/SKPD.
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E. Inspeksi Acak

1. Pemerintah akan melakukan inspeksi acak baik terhadap
kebenaran penerbitan Deklarasi Mandiri maupun penerimaan
Deklarasi Mandiri.

2. Inspeksi acak dilakukan oleh pemerintah atau LPVI yang ditunjuk
oleh pemerintah atas biaya pemerintah atau pihak lain yang tidak
mengikat.

3. Dalam hal hasil dari inspeksi acak ditemukan ketidakbenaran/
ketidaksesuaian, maka akan diproses sesuai ketentuan peraturan
perundangan.

G. Inspeksi Khusus

1. Pemerintah akan melakukan inspeksi khusus apabila terdapat
indikasi ketidaksuaian terhadap pemasok maupun penerima dan
akan memproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.

2. Indikasi ketidakbenaran terhadap pemasok maupun penerima
sebagaimana dimaksud angka 1 dapat berasal dari pemasok
maupun penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan
hak dan/atau produk kehutanan impor yang dilengkapi Deklarasi
Mandiri ataupun dari pihak ketiga.

3. Inspeksi khusus dilakukan oleh KLHK dan instansi daerah
terkait/SKPD atau LPVI yang ditunjuk oleh KLHK atas biaya KLHK
dan instansi daerah terkait/SKPD atau pihak lain yang tidak

mengikat.

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Ey
A ~..=.MP 10810215 200604 1 002
\W I
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Formulir Deklarasi Mandiri

SVLK PBPHH / PBUI

INDONESIA Nomor :..../ .... (bulan)/20....
1. Nama penerbit Deklarasi Mandiri @ ........coeoeiiiiiiiiiiiiiiieeeens
2.  Nomor izin usaha/ NIB (fotokopi dilampirkan) PP PO PP
3. Alamat penerbit atau alamat kelompok Deklarasi Mandiri :
a. Desa N
b. Kecamatan PO PP PP
c. Kabupaten/Kota TP
4. Deklarasi Mandiri ini menjelaskan bahwa kayu atau produk kayu yang dideklarasi adalah berasal dari
PBPHH /PBUI dengan menggunakan bahan baku seluruhnya berasal dari Hutan Hak atau kayu
bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang dan telah
memenuhi Standar Legalitas Kayu berdasarkan PermenLHK Nomor : 8 Tahun 2021.
Bersama formulir ini, Saya mendeklarasikan informasi sebagai berikut :
a. Objek yang dideklarasikan adalah sebagai berikut :
1) Jenis produk H PP PP P PR PPt
2) Jumlah (m3/kg/batang/keplng/kemasan) ...........................................................
3) Jenis kayU e
4) Penerima produk ...
5) Alamat penerima produk  : ....coiiiiiiiiiiiii e
6) Nomor dan tanggal dokumen angkutan PP TP PP PPN
b. Sumber bahan baku (kecuali yang termasuk dalam daftar CITES) 1) :
1) Informasi Sumber bahan baku :
a) Nama Pemasok : .....oooiiiiiiiiiiiiiii e
b) Status Pemasok 2) L e
c¢) Bukti Kepemilikan/ Penguasaan
Lahan/Izin penetapan/Izin usaha 3) L ettt e eaae
d) Nomor S-PHL/ S-Legalitas/
e) Deklarasi Mandiri T ettt eaas
f) Sortimen bahan bakul ) ...
g) Jenis kayu PSPPSR PPNN
2) Informasi Sumber bahan baku :
a) Nama Pemasok : .....coioiiiiiiiiiiiiiiiei e
b) Status Pemasok 2) PO
¢) Bukti Kepemilikan/ Penguasaan
Lahan/Izin penetapan/Izin usaha 3) H PPN
d) Nomor S-PHL/ S-Legalitas/
e) Deklarasi Mandiri PP
f) Sortimen bahan baku 4 @ . ...
g) Jenis kayu PP PPN
3) dst
Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya di ........cocoocoiiiiiiiin.. , tanggal
.............................. dengan penuh tanggung jawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-

waktu oleh Pemerintah atau LPVI yang ditunjuk Pemerintah.

Tandatangan @ ...c.ccocceveiiieiiennnnnnt

Nama e,

Catatan :
1) a.diisi sesuai dengan jumlah pemasok bahan bakunya,

b.Sumber bahan baku PBUI Skala Mikro Kecil/ IRT/ Pengrajin yang berasal dari toko bahan bangunan/ material, dilampirkan
fotokopi Nota.
c.Sumber bahan baku PBUI berasal dari kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu

lelang, dilampirkan surat keterangan/berita acara Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau dari Aparat
Desa/Kelurahan.

2) diisi sesuai dengan status pemasoknya yaitu Hutan Hak / Pemegang Hak Pengelolaan/ PBPHH dengan bahan baku seluruhnya

dari hutan hak/ PBUI dengan bahan baku seluruhnya dari hutan hak / TPT-KB dengan sumber kayu seluruhnya dari hutan hak

/ Importir/ Toko bahan bangunan/ Pedagang Kayu Bongkaran/ Pedagang Kayu Bekas.

3) Disesuaikan dengan status pemasok pada angka 2)
4) diisi sesuai dengan jenis bahan bakunya seperti Kayu Bulat/ Kayu Gergajian/ Veneer/ Kayu Lapis/ Barecore/ Blockboard atau

kayu olahan lainnya.
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Formulir Deklarasi Mandiri
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)

N/ SVLK Nomor : ...../bulan/tahun

INDONESIA

Nama penerbit Deklarasi Mandiri :

N~

3. Alamat penerbit Deklarasi Mandiri :
a. Nama Jalan/Dusun
b. Desa
c. Kecamatan
d. Kabupaten/Kota

Nomor izin penerbit (fotokopi dilampirkan) : ............

4. Deklarasi Mandiri ini menjelaskan bahwa kayu yang dideklarasi adalah kayu yang berasal dari
TPT-KB yang telah memenuhi Standar Legalitas Kayu berdasarkan PermenLHK Nomor: P.8

Tahun 2021.

Bersama formulir ini, Saya mendeklarasikan informasi sebagai berikut:
a. Objek yang dideklarasikan adalah sebagai berikut :

1) Jenis kayu :

2) Jumlah (batang)

3) Volume (m3)

4) Penerima kayu*)

5) Alamat penerima kayu

6) Nomor dan tanggal dokumen Angkutan
*) Perseorangan atau perusahaan

b. Sumber bahan baku (kecuali yang termasuk dalam daftar CITES) :

1) Informasi Sumber bahan baku
a) Nama Pemasok
b) Status Pemasok 1
c¢) Bukti Kepemilikan/ Penguasaan
Lahan/Izin penetapan 2)
d) Nomor S-PHL/ S-Legalitas/
Deklarasi Mandiri 3)
e) Jenis kayu
2) Informasi Sumber bahan baku

a) Nama Pemasok D e
b) Status Pemasok 1) ...

c) Bukti Kepemilikan/ Penguasaan
Lahan/Izin penetapan 2)

d) Nomor S-PHL/ S-Legalitas/
Deklarasi Mandiri 3)

e) Jeniskayu ..o

3) Dst..

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya di ........c.ccoooiiiiiiiiinnn...

pada tanggal

.................... dengan penuh tanggung jawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu

oleh Pemerintah atau LPVI yang ditunjuk Pemerintah.
Tandatangan @ ...c..ccoeveneennen.
Nama e

Catatan :

1) diisi sesuai dengan status pemasoknya yaitu Hutan Hak / Pemegang Hak Pengelolaan/ TPT-KB dengan sumber kayu

seluruhnya dari hutan hak
2) Disesuaikan dengan status pemasok pada angka 1)

3) S-PHL khusus yang berasal dari Hak Pengelolaan, S-Legalitas/Deklarasi Mandiri untuk yang berasal dari hutan hak
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Deklarasi Mandiri

- Importir API-U
SVLK Nomor : .../bulan/tahun
INDONESIA

Nama penerbit Deklarasi Mandiri (importir):

Alamat penerbit Deklarasi Mandiri (importir):
Nama perusahaan eksportir
Alamat perusahaan eksportir

Deklarasi Mandiri ini menjelaskan bahwa kayu atau produk kayu yang dideklarasi
adalah kayu atau produk kayu impor yang telah memenuhi Standar Legalitas Kayu
berdasarkan PermenLHK Nomor: P.8 Tahun 2021.
6. Deklarasi Mandiri sesuai dengan dokumen sebagai berikut:
a) Nama jenis kayu/produk kayu,
1) Nama ilmiah/latin
2) Nama Perdagangan
b) Uraian barang
c) Pos Tarif (HS Code), 4 digit
d) Jumlah barang (keping/m3/kg/batang/kemasan) :
e) Waktu tiba di Indonesia (tgl/bln/thn) :
f) Nomor Bill of Lading (B/L)
g) Nomor Invoice
h) Nilai invoice :
i) Nomor Packing List :
j) Penerima kayu dan/atau produk kayu
k) Alamat penerima kayu dan/atau produk kayu :
1) Nomor dan tanggal Nota Angkutan : ............c.ooeoiiiiii.
m) Asal usul kayu dan/atau produk kayu,
1) Negara panen
2) Sertifikat (product claim) dari negara panen (bila ada),
a.Jenis product claim  : .........ccceenennen.
b. Nomor sertifikat ...l
c.Nama penerbit PP
d. Masa berlaku
3) Negara eksportir
4) Nama eksportir
5) Alamat eksportir
6) Pelabuhan ekspor
Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya di ..........ccocevevvinvinninnenenn.n. pada
tanggal ........ccocieeniel dengan penuh tanggung jawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan
sewaktu-waktu oleh Pemerintah atau LPVI yang ditunjuk Pemerintah.

ook

Tandatangan : .........c..c........

Nama s
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FORM PENGECEKAN DEKLARASI MANDIRI YANG DITERBITKAN OLEH
PEMILIK HUTAN HAK (V-DM 1)

Nama PBPHH /TPT-KB Penerima
Nomor PBPHH /TPT-KB Penerima
Alamat Kantor
Alamat Pabrik

Nama Petugas Pengecekan

Tanggal Pelaksanaan Pengecekan

Nama Pemasok/Penerbit Deklarasi Mandiri :
Jumlah Deklarasi Mandiri diterima :
Jumlah Sampling
Hasil Pengecekan :

No

Uraian

Data/informasi

Keterangan

1

Nama identitas pemilik

Sesuai/Tidak
sesuai

Bukti kepemilikan tanah:

Jenis/Nomor

Luas

Sketsa areal penebangan
dan koordinat penebangan

Dokumen angkutan

Jenis kayu

| Ul A~ W

Volume kayu

*) Pengecekan dilengkapi dengan dokumentasi (foto yang dilengkapi
koordinat) kegiatan pengecekan
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FORM PENGECEKAN DEKLARASI MANDIRI YANG DITERBITKAN OLEH
PBPHH atau PBUI atau TPT-KB (V-DM 2)

Nama PBPHH /PBUI /TPT-KB Penerima
Nomor PBPHH /PBUI /TPT-KB Penerima
Alamat Kantor
Alamat Pabrik

Nama Petugas Pengecekan

Tanggal Pelaksanaan Pengecekan

Nama Pemasok/Penerbit Deklarasi Mandiri :
Jumlah Deklarasi Mandiri diterima :
Jumlah Sampling

Hasil Pengecekan :

No

Uraian

Data/informasi

Keterangan

Identitas pemasok

Sesuai/Tidak sesuai

Dokumen izin

Dokumen angkutan

Jenis kayu

Jenis sortimen

Volume kayu

N (ORI WOIN| e

Nomor Deklarasi
Mandiri

Sumber bahan baku
pemasok

%)

Pengecekan dilengkapi

informasi koordinat kegiatan pengecekan

Petugas PT. ........
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